NOMOR : 22 /02.188.3/HK/X/2007

TENTANG

KETENTUAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
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E
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7»3

. Peraturan Dacrah Kabupe

KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TI}

UR.

bahwa untuk tata tertib admimstrasi dan penyegaran system sesuai
dengan perkembangan pemerintah dzm pc:mbangmmm perlu
mengatur Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur ;

hanhwa Kepuiusan Menteri i_fﬁiaﬁ: Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 48 Tahun 2000 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
’!‘,_?ﬁs.%méri ntah Kabupaten Ktttaii Timur tidak sesnai lagi dengan
perkembangan  keadaan,  sehingga  perlu  dilakukan
penyempurnaan; |

bahwa sesuai  dempan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu
ditetapkan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupatern Xutai Timur dengan Peraturan i,apdta Kutai Timur ;

'kmri!’

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Teniung Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53,Tambahan Lembaran Negdxa Nomor 4389);

Undang-1 fndﬁﬂg Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan
| mbaran Negara Tahun 2004 Nﬂmm 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomer 4437), schagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan embaran Negara Nomor 4493);

Peraturan Pemecrintahan Nomor 66 Tahun 1951 Tentang Lambang

‘Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan

a4

Lembaran Negara Nomor 176);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutat Timm Nomor 43 Tahun 1958
ientang ngwuman T.ambang Negara ([Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 1971, I‘ambahan Lemh&m Negara Nomor 1636) ;

Peraturan Dacrah Kabupaten Kutas Timur Nomor 25 Tahun 2000
tentang chmm&m Pecmerintab dan. Kewenangan Kabupaten
Kutai Timur sebagai Daerah Qtopomi ;-

paien Xutai Timur Nomor 41 Tahun 2007
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang
Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 22 Tzhun 2001 tentang
Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;




9. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 23 Tahun 2001 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri N(}mm 24 Tahun 2001 tentang
[_embaran Daerah dan Berita Daerah ; ‘ .

11. Keputusan Bersama Negeri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi
dan Menteri Dalam Negeri Nomor B-48/HK 103/mptm-83 Nomor

25 Tahun 1988 tentang Kode Pos Indonesia ;

12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nﬂmm 71 Tahun 1993 tenta;ng Pedoman Umum Tata Persuratan

Menteri Pendayagunaan aparatur negara Nomor

72ﬁ{ep/M PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah
Dinas ;

14. Peraturan Daerah Pmpinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun
2003 tcnmmg Organisasi Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan
Timur (Lembaran Negam Tahun 2003 Nomor 04 D, Tambahan
Lembar;

daemh Nomor 11).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENT

2. Kepala Daerah adalah Bupat1
Wakil Kepala Daerah adalah Wakil I

4. lewa.m Perwakﬁan Rakyat Daerah n
aerah sebagal unsur pen:yelﬁn

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekre ariat
Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

7. Kecamatan adalah Wilayah  Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;




Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;

Desa atau yang disebut dmgan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan
Masyarakat yang memiliki 1TUS kepentmgam masyarakat
setempat berdasarkan asal «u.,sd da;n adai 1st1 dat setempat yang diakui dalam system
pemerinthaan nasional dan berbeda di Daerah Kabupaten ;

10. Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang terdiri
dari Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan,
Kelurahan dan Desa,

11. Naskah Dinas adal dinasan dalam bentuk tertulis;
12. K@p Naskah Dinas adalah Bagian teratas dari

ri Naskah Dinas yang memuat sebutan Pimpinan
atuan Organisasi Pemngkm Daerah di ngkungan Pemerintah Kabupaten ;

13. § nt mensam(an suatu Naskah Dinas yang

PRD Kabupaten ;

intah Kabupaten

Kat f&@l‘&h ah alat f CB.P Y 4 g ! Inak

ama Satuan

__ ) Drmsam Pemgkat Daerah adalah Pap_w _y’.ang bertulis nama dan alamat
yatuan K&ma neKunga > g | pate

askah Dinas yang mempunyai

- memuat
ebutan Pimpinan Pemerintah Daerah atau nama Satuan Kerja Perangkat ;aerah dan nama
Daerah Kabupaten ;

18. Lambang Daerah adalah

17. Kop Sampul Naskah Dinas adalah bagian teratas dari Sampul Naskah Dinas yang

rah Kabupaten.

Bagian Pertama
s Tata Naskah Dinas
Pasal 2

1s-azas Tata Naskah Dinas adalah Pedoman atau acuan dasar mengenai pelaksanaan
' tuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemenng. h Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 3

-azas Tata Naskah Dinas terdiri dan :

1ggaraan Tata Naskah Dinas secara berdaya guna
unaan ruang atau lembaran Naskah Dinas, spesifikasi

ng baik, benar dan lugas;




urahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah

‘Kabupaten ;

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan

| arak iliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

15al -u,sul ém adat istiadat setempat yang diakui dalam system
- erah Kabupaten ;

kungan Pemenm:ah Kabupaten adal ah Perangkat Daerah yang terdin
' RI Teknis Daerah, Kecamatan,

fan Pimpinan

mpel Jabatan adalah alat/ cap yang digunakan untuk mensahkam suatu Naskah Dinas yang
te}ah dztandatangam oleh Bupati /Wakil Bupati, Kema /Wakil Ketua DPRD Kabupaten ;

stempel Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah alat /cap yang digunakan untuk mensahkan
suatu Naskah Dinas yang telah dltmldatangam oleh pejabat yang berwenang di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten ;

1a dan alamat

15. Papan Nama Satuan Orgamsasa Peramgkat Daerah adalah Papan yang bertulis nar
: Kerja Pera ah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

16. Sampul Naskah Dinas adalah Sampul atau alat pembungkus
Kop Sampul Naskah Dinas ;

17. Kop Sampul Naskm Dmas adalah bagian teratas dan Smnpu] Naskah Dinas yang memuat
sebutan Pimpinan Pe ~ |

Pemerintah Daerah atau nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan nama
Daerah Kabupaten

Naskah Dinas yang mempunyai

azas Tata Naskah Dinas adalah Pedoman &tml acuan dasar mengenai pelaksanaan Naskah
uan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 3

azas Tata Naskah Dinas terdin dari :

Azas Daya guna dan hasi guna adalah Pmyeﬁmg\g«; Tata Naskah Dinas secara berdaya guna
dm b«erhami guna dalam pmuhsam penggunaan ruang atau lembar

an Naskah Dinas, spesifikasi
i, serta dalam penggunaan ’bahasa Indonesia yang balk, benar dan lugas;




bakuan adalah Naskah Dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan b |

. Petunjuk teknis Tata Naskah Dinas setiap Instansi Pemmnmh Pusat dan

Waerah mengacu kepada Pedoman Umum Tata Naskah Dmas yang membakukan jenis,
penyusunan Naskah Dinas dan tata cara pe nyelenggu

lah araan Tata Naskah Dinas dapat
1, format, pms&dur kearsz,paﬂ

araan Tata Naskah Dinas terkait dengan kegiatan
inistrasi umum lainnya;

is ke tan dan ketepatan a - untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Satuan
Kerya atau Samm Orgamsasz Tata Naskah Dmas hms dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat
asaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan pmsedural kecepatan
penyampman dan distribusi;

Tata Naskah _mas harus aman secara fisik dm substanm (is1) mulai dari
en an, klasi enyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsmp&n dan
dlsmbum, Dexm terwujudnya Tata Naskah Dinas yang berdayaf una dan berhasil
pengamanan Naskah Dinas dan aspek legaslitasnya perlu dilihat sebagai penentu yang p
penting. |

Bagian Kedua

peme intahan ¢

anakan secara

PEH}#’@IEI}‘ Araan urusan xKedinasan
cermat agar tidak memmbulkan salah penafsm

. Koordinasi antar pejabat terkait hendaknya dilakukan deng

paling cepat dan t@pat, mmalnya diskusg

;—ngm pnhadl dan J;_
dalam penyus_.a_:an sura T

g dilakukan dengan meﬁg unakan tata cara dan prosedur surat - menyurat
sarana komunikasi resmi ;

sikan kepada penerima surat atas
asi tanpa keterangan yang jelas ;

hadap konfirmasi yang dilakukan



‘\‘fwmw\

'b. Rahasia di Smgkat (R), tingkat kcamanan isi st

. Surat dengan tingkat keamanar |

Waktu pen é»;datangmam surat harus memperhatikan jadwal pengirim sus
instansi masing-masing dan segera kirim setelah ditandatangani;

Pengg daam / cgpy surat hanya diberikan kepada yang berhak dan memerlukan, dinyatakan
dengan memberi alamat yang damaksud dalam “tembusan”. Copy surat dibuat terbatas hanya
untuk k@butuhan sebagai berikut :

a. Copy tembusan adalah copy sur
terkait ;

t yang disampaikan kepada pejabat yang secara fungsional

b. Copy laporan adalah surat yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang, dan ;

c. Copy untuk Arsip adalah copy surat yang disampaikan untuk kepentingan pemeriksaan
arsip.

Tﬁmbusan surat dlsampmkan kepada unit kerja terkait, sedangkatn lampiran hanya disampaikan
mi tanggungjawab;

a. Sangm Rahasia di Singkat (SR), tingkat kean isi surat dinas yang tertinggi, sangat erat
yubungannya dengan keamanan dan keselamatan Nega:ra Jika disiarkan secara tidak sah
jatul t@mp@ kemngan yang tidak berhak, akan membahayakan keamanan dan

rat dinas yang berhubungan erat dengan
yannya dmg;;, keamanan dan keselamatan Negara. Jika disiarkan secara tidak sah
h ketangan yang tidak berhak akan merugikan negara ;

c. Biasa d1smgkat (B), tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang tidak termasuk dalam butir
a sampai dengan ¢, namun tidak berarti bahwa isi surat dinas tersebut dapat disampaikan

kepada yang tidak berhak mengetahuinya.

hubun;

. Kecepatan penyampaian :

a. Amat segera / kilat, surat dinas harus
sama dengan batas waktu 24 jam ;

diselesaikan / dikirim/ disampaikan pada hari yang

b. Segera, surat dinas harus disclesaikan / dlkmm/ disampaikan dalam waktu 2 x 24 jam, dan ;
dm&l&smkam /dikiri

im/ disampaikan menurut yang diterima oleh
jalanan caraka/ kurir, batas waktu 5 (Lima) han .

angat Rahasia, Rahasia Konfidensial / terbatas) harus
amatan Negm Tanda tingkat keamanan ditulis dengan
1 as dan bawah setiap halaman surat dinas. Jika
nanan pada copy harus dengan warna yang sams

dijaga keamanannya dalam rangk
cap (tidak diketik), berwarna merah
surat dinas tersehm dmopyg cap tmgkat ke-
dengan warna cap pada surat asli ;

dinas yang mempunym mim k{::

¢. Penyediaan surat berlambang Negara dan / atau logo




Disamping kertas folio untuk kepentingan tertentu seperti makalah/piper, pidato dan laporan
dapat menggunakan kertas dengan ukuran berikut :

a A4 yang berukuran

297 x 210 mm x11/ imi) untuk makalah /piper/laporan ;

13, Penget‘lkam sarana administras

1 dan komunikasi perkanmm :

a. Pengguna

in huruf Pica;
b. Arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan;

c. Spasi 1 atai 1,5 sesuai kebutuhan;

d. Warna tinta adalah hitam.

14. Wamna dan kualitas, kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik (white bond) digunakan
untuk surat dinas yang asli, scdangkan yang berkualitas bnasa gunakan untuk copy surat dinas.
Apabila digunakan mesin ketik biasa, tembusan diketik dengan kertas karbon pada kertas
doorslag f‘mmﬁfwldftissue Apabila digunakan mesin ketik elektronik atau kamputer akan lebih
efesian jika tembusan dibuat pada ke. bzaga dengan menggunakan mesin fotocopy. Naskah

dengan jangka waktu simpan 10 tahun atau lebih bernilai guna permanen harus menggunakan
kertas serendah-rendahnya dmgmmlmkem,,;__an (PH) 7.

intah Kabupatm dirumuskan dalam bentuk dan susunan dan

Dinas di Lingkungan Pemerintah *Kabumtan, diolah oleh Kesatuan
Lingkungan Pemerintah Kabupaten .

P Kerja Perangkat
1L2acer di

b oQaewad O

Nasakah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ditanda tangani oleh Bupati /'W akil Bupmﬁ
Ketua /Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pejabat di Lingkungan Pemeris
Kabupaten yang diberi wewenangan .

Jenis dan wewenang penandatanﬂaman Nasakah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
I m da : _lamplran Peraturan Bupati ini.




BAB IV
L JABATAN DAN STEMPEL SATUAN KERJA

Bentuk, Ukuran

Pasal 10
(1) Stempel Jabatan dan Stempe! Satuan Kerja Perangk

it Daerah berbentuk lingkaran;

(2) Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Pera
dalam ayat (1) terdin atas :

Garis lingkarar

b. Garis lingkaran tengah;

Garis lingkaran

Isi stempel .

Pasal 11

Ukuran Stempel sebagaimana dimaksud pada pasal 10 adalah :

Ukuran garis tengah lingkaran |
aefﬁh 4 cm ;

ar stempel jabatan dan stempel Satuan Kerja Perangkatan

2. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jaba
Daerah adalah 3,8 cm

3.  Ukuran garis tengah lingkaran dalam
Daerah adalah 2,7 cm;

arak ant dl'd 2 (dM) gﬁfiS }fﬁﬂg t&rap&t dal dlil) .

atuan Kerja Perangkatan

Pasal 12
(1) Stempel jabatan Gubernur berisi nama jabatan dan nama Daerah yang bersangkutan dengan

pembatas tanda tangan ;

Bupati menggunakan Lambang Negara;

(2) Stempel Jabatan
(3) Stempel labatan Ketua DPRD menggunakan Lambang Dacrah ;

(4) Stempel Satuan Kerja Perangkat Dacrah berisi nama Satua
besanckutan tanpa menggunakan Lambang Dacrah.

n Kerja Perangkat Daerah yang

Stempel untuk keperluan tertentu ditetapkan dengan Keputusan B




Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 14

Pejabatan yang berhak menggunakan stempel jabatan scbagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) dan

ayat (3) Peraturan Bupati ini yaitu Bupati /Wakil Bupati, KmuwWak;I Ketua Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah .

Pasal 15

Satuan Kerja Perangkat Dacrah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang berhak menggunak
stempel sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (4) Peraturan ini adalah :

Sekretariat Daerah Kabupaten;

Sekretairat Dewan Perwakilan Rakyat aerah Kabupaten;

Dinas-dinas Kabupaten ;

Lembaga Teknis Dacrah Kabupaten;

N S

Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Pasal 16 |
Stempel Jabatan atau Stempel Satuan Kerja PerangkatDaerah menggunaka

Pasal 17

tanda tangan pejabat yang menandz tangmz

Pimp iman Satuan Kerja Pemngkamn Dacrah yang mempunyai dan berhak meng

gunakan Stempel
dan pengamankan menggunakan Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja

>} Satuan Kerja Perangkatan Daerah menunjuk pejabat / petugas tertentu

Pasal 19

ikuran dan isi Stempel Jabatan Dan Stempel Satuan Kerja Perangkatan Daerah di
Imgkun ;-*; Pamennmh Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran 11

Bentuk, ul




Bagian Pertama
Bentuk dan [si

Pasal ?;G
(1). Kop Naskah Dinas Bupati menggunkanan

Lammng Negara berwarna hitam dan ditempatkan
dibagian tengah atas, Sedmgkmi Kop Naskah Dinas Bupati, Wakil Bupati menggunkan Kop
Naskah Dinas %up&tl nama Jabatan Wakil lupatl dan Srempel Jabatan Bupati dengan
L ambang Negara warna hitam.

(2). Kop Naskah Dinas Dewan PPerw
PERWAKIIL AR}

akiian Rﬁkyat: Daerah Kabupaten memuat sebutan DEWAN
I RAKYAT DAERAH KABUPATEN dengan menggunakan Lambang Dacrah
a hitam dan ditempat dibagian kiri atas ;

(3). Kop Naskah Dinas Pcrangkat Dacrah Kabupaten memuat scbutan PEMERINTAH
KABUPATEN, Nama Perangkat Daerah, Alamat , Nomor Tclepon, Nomor Faximile dan
Kode Pos;

(4). Kop Naskah Dinas Perangkat [Desa Meng

eunakan Kop L.

mbang Daerah.

Pasal 21

Kop. Naskah Dinas pada Peraturan Dacrah Menggunakan Lambang Daerah dengan Stempel
Jabatan penandatanganan.

Pasal 22

Bentuk, Ukuran dan isi Kop Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
sebagaimana tercantum dalam lampiran [1I Peratuan Bupati ini.

(1).Kop Naskah Dmﬁs sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), digunakan untuk Nz
ng ditandatangani oleh Bupati / Wakil Bupati ;

(2). Kop Naskah Dinas scbagaimana dimaksud padd pasal 20 ayat (2), digunak:

yang ditandatangani oleh Ketua / wakil Ketua DPRD Kabupaten;

(3).Kop Naskzh Dinas scbagaimana dinzksud pada pasal 20 ayat (3), digunakan untuk Naskah
Dinas yang ditandatangani olech Pimpinan Satuan Kerja Perangkatan Daerah Kabupaten yang
‘bersangkmm atau Pejabaian vang e;;i.imniuk ; |

asal 20 ayat (4), digunakan untuk Naskah
jabatan lain yang ditunjuk.



Bagian Pertama

Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Sampul

Pasal 24

(1). Sampul Naskah Dinas di Lingkungan Pemerinta
paniang dan berwarna coklat muda, ienis kert

1 Kabupaten berbentuk 4 (empat) persegi
s Cassing;

(2). Sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukur:

in sebagai berikut :

JENIS SAMPUL SANIANG : - FMBAR —

' Kantong | | 41 cm | 30 cm
 Folio / Map | 35 cm | - 25cm
Y2 Folio | 28 cm 18 cm
Y4 Folio 28 cm l4cm

Pasal 25

Kop Sampul Naskah Dinas di Lin gkungan Pemerintahan Kabupaten memuat sebutan Pimpinan
Perangkat Daerah, Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, Alamat, Nomor Telepon, Nomor
Faximile dan Kode Pos Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 26

(1). Kop Sampul Naskah Dinas Bupati mer
ditempatkan pada bagiar tengah afas;

(2). Kop Sampul Naskah Dinas Perang

kat ‘Daerah Kabupaten menggunakan Lambang Daerah

berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas ;

(3). Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Desa menggunakan

Model Ukuran dan Isi Kop _Sam}ml Naskah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1V Peratuan Bupat:
ini.




(1).

(2).

().

(2).

Modal Ukur

Bagian Kadua
Penggunaan
Pasal 28

Kop Sampul Naskah Dinas Bupati scbagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), diisi dengan
Naskah Dinas vang dita ﬂd&tﬁ‘}gi‘!ﬁ% olch Bupaty :, Wakil H'ﬂ‘ﬁr’*ﬁﬁi

Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah Kabupaien scbagaimana dimaksud pada Pasal
26 ayat (2), diisi dengan Naskah Dinas yang ditandatangari oleh Pejabat Perangkat Ducrah
dan Perangkat Desa.

BAB VII
PAPAN NAMA

Bagian Pertama
Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 29

Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah di l.ingkungan Pemerintah Kabupaten berbentuk
4 (emnat) persegi ranjang dengzan ukuran 1 {satu) berbanding 2 (dua) berist Nama Satuan
Kerja Perungkat Dacrah, Alamat, Nomor Telepon dan Kode Fos Wilayah;

Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimak
berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam .

sud  dalam ayat (1)

an Bahan dan Isi Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian K

ced
Penggunaa

i

Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Dacrah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat
dan serasi dengan letak dan bentuk gedungnya.

Bagian beberapa Papan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di bawah satu atap / komplek,
dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama Papan Satuan Kerju Perangkat Daeran.



BAB VIII

Pasal 33

Ketentuan-ketentuan yang mengatur Naskah Dinas yang karena sifat kekhususannya ti
dalam Peratuan ini, diaturan sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ambang Daeran dengan siempel jabatan

Kop Naskah Dinas pada Peraiuran Daerah menggunakan
pcnandatanganan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

L-
Dengan ditetepkannya Peraturan Bupati, maks) Keputusoan

8/02.188.3/HK/V/2006 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur dinyatakan tidak berlaku lagt .

Busati Kutar Timur Nomor

Peratuan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangat 2

Wd&: tanggal 30 Oksfber 2007

T T~<_BUPATI KUTAI r UR,

. AWANG FAROEK ISHAK



